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ABSTRAK

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum,
karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat berhubungan dengan asas kepastian
hukum. Asas ini secara luas diterima, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional.
Di dalam sistem hukum internasional asas non retroaktif antara lain dapat dijumpai di dalam
hukum perjanjian internasional, hukum hak-hak asasi manusia, dan hukum pidana
internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas non
retroaktif. Sementara di dalam hukum nasional, asas ini dapat dijumpai di dalam hukum
nasional dari negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Akan tetapi
terdapat beberapa Undang-Undang yang mengesampingkan asas non retroaktif dalam

penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjawab penelitian ini penulis mempergunakan
metode penelitian yuridis normatif, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data
dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar menjadi
mudah dianalisis. Kemudian dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai penafsiran

hukum dan menggunakan metode konstruksi hukum.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa adanya hal-hal yang membuat asas non retroaktif
dikesampingkan demi menegakkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban yang
ditinggalakan, hal tersebut adalah kejahatan ham berat dan kejahatan luar biasa yang dapat
mengesampingkan asas non retroaktif selain kejahatan ham berat dan kejahatan luar biasa tidak

dapat mengesampingkan asas non retroaktif.

Kata Kunci: Penyimpangan Asas Non retroaktif, Asas Retroaktif, Penegakan Hukum

Pidana di Indonesia dalam.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan
yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang
siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.! Hukum pidana sebagai
aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang
atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang
melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu
dijatuhkan dan bagaimana pelaksaan pidana tersebut yang pemberlakuanya
dipaksakan oleh negara?

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi
hukum pidana materiil dan hukum pidan formil, sedangkan pengertian hukum
dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan
sehari-hari maupun dalam kurikulum Pendidikan tinggi hukum, istilah ‘hukum
pidana’ yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk
menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah ‘hukum acara
pidana’.’ Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas atau prinsip yang menjadi
dasar berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana.
Dalam hukum pidana kita mengenal asas-asas ini antara lain asas legalitas, asas
ne bis in idem, asas tidak berlaku surut (non retroactive), asas nasional aktif, asas

equality before the law, dan beberapa asas lainya.

! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet Vii, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm1.
2 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2016, him16.
3 Ibid hlm, 17.



Asas-asas hukum hanya menjadi dasar atas keberadaan dari pasal pasal dalam
peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dikatakan bahwa pasal-pasal yang
dirumuskan oleh pembuat undang-undang harus mengacu pada asas-asas hukum
yang berlaku sehingga penerapan hukum positif dapat terlaksan dengan baik.
Salah satu asas yang akan dibahas dalam dalam penulisan hukum ini adalah asas
Non Retroaktif (non retroactive). Asas ini secara garis besar mengandung makna
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut atau
tidak dapat diterapkan terhadap kejadian/perbuatan yang terjadi sebelum
peraturan tersebut diberlakukan.

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas
kepastian hukum, karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat
berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas ini secara luas diterima, baik
dalam sistem hukum internasional maupun nasional. Di dalam sistem hukum
internasional asas non retroaktif antara lain dapat dijumpai di dalam hukum
perjanjian internasional, hukum hak-hak asasi manusia, dan hukum pidana
internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas
mencantumkan asas non retroaktif. Sementara di dalam hukum nasional, asas ini
dapat dijumpai di dalam hukum nasional dari negara-negara yang mengaku
dirinya sebagai negara demokrasi. Ada yang dicantumkan di dalam undang-
undang dasarnya, di dalam ketentuan undang-undang pidana nasionalnya,
undang-undang hak asasi manusia, dan lain sebagainnya. Baik pada tataran
internasional maupun nasional, asas ini dimaksudkan untuk menghormati dan
melindungi hak-hak asasi manusia, terutama dari tindakan-tindakan
penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Setiap individu perlu diberikan
kepastian hukum atas hidup, supaya mereka bisa menjalaninya dengan aman,
damai dan sejahtera.*

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, asas non retroaktif dapat
ditelusuri dengan keberadaan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat

41 Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2003,
hlm 103-104.



dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada”. Dalam pasal 1 ayat | KUHP ini tersirat asas legalitas. Adanya asas legalitas
selaras dengan bentuk negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Dalam Bahasa latin, asas legalitas yang tersirat dalam rumusan Pasal 1 ayat

(1) KUHP dikenal dengan Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali. Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu®:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.®

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dengan asas non retroaktif. Jadi
asas non retroaktif dalam hukum pidana Indonesia terdapat secara implisit dalam
pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain berlaku terhadap ketentuan yang ada dalam
KUHP asas non retroaktif juga berlaku terhadap peraturan perundang-udangan
hukum pidana yang diatur secara khusus atau berada diluar KUHP biasa disebut
sebagai hukum pidana khusus, Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 63 ayat (2)
KUHP yang menyatakan “ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VIII
buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-
undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain”. Jadi jika ada peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP
yang memuat ancaman pidana (hukum pidana khusus) maka ketentuan buku 1
KUHP tentang aturan umum dari Bab 1 sampai Bab VIII berlaku juga terhadap
peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP tersebut kecuali
ditentukan lain didalam peraturan itu. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP
termasuk dalam Bab 1 buku kesatu KUHP sehingga asas legalitas, maupun asas
non retroaktif yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP juga berlaku
terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP.

5 Moeljatno, Op.Cit, him 23.
® Ibid, hlm 23-25



Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa
meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan
kemanusiaan — dampak negatif — berupa munculnya kejahatan yang mengancam
kehidupan kemasyrakatan dan kemanusiaan. Meski demikian tidak semua
perkembangan masyarakat memiliki dampak negatif. Tak dapat ditentukan
bahwa perubahan masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan sebagaimana
ditetapkan dalam Forth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offender ataupun sebaliknya perubahan masyarakat
mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi kongres PBB tersebut mengakui
bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap
potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk
menimbulkan kejahatan. Aspek — aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi,
pertambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan
perubahan teknologi.’

Sayangnya faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul
dalam bentuk kejahatan yang tiada bandingannya dalam KUHP atau dengan kata
lain merupakan kejahatan jenis baru. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan
sekaligus, pertama, pertanyaan mengenai kemampuan hukum pidana dalam
menangani kejahatan-kejahatan sedemikian. Hukum pidana sebagai sebuah
bidang kajian memiliki keterbatasan.® Selain persoalan keterbatasan
kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana
dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana kita juga kurang bersifat adaptif
dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat
nasional maupun internasional. Romli Atmasasmita menyebut sikap hukum
pidana yang demikian, termasuk asas-asas hukum dan norma — norma serta
Lembaga-lembaga pranata yang mendukungnya masih bersifat konservatif.

Sikap konservatif ini terlihat dari masih dipertahankannya tanpa kecuali asas

7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Tahun 1986, Alumni, hlm, 94.
8 Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 35-32



legalitas, asas nebis in idem, asas non retroaktif dan asas kesalahan.® Oleh karena
itu menyebabkan kajian tentang hukum pidana tidak mengalami perkembangan
yang signifikan.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan nasib dari pelaku dan perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan sebelum undang-undang yang berkaitan
hadir. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental
dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh
terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP maka pertanyaan kedua ini tak akan muncul, karena konsekuensinya
sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumnya dan
pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika
dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum
akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi
para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan.!”

Salah satu asas yang akan lebih difokuskan untuk disimpangi atau
dikecualikan dalam rangka untuk tetap menjaga penegakan hukum di Indonesia
adalah asas non retroaktif. Asas ini terpaksa harus disimpangi untuk dapat
mengadili pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya sudah tidak bisa
diatasi lagi dengan hanya mengandalkan KUHP. Penyimpangan/pengecualian
terhadap asas non retroaktif dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, dan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Asas non retroaktif dalam perkembangannya terdapat fenomena yang
menarik. Hal ini bermula dari terjadinya kasus Timor Timur pada tahun 1999

dan terjadi ledakan Bom Bali 1 dan 2. Setelah adanya kasus-kasus tersebut maka

® Romli Atmasasmita, Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap perkembangan Asas-asas
Hukum Pidana Nasional, Makalah seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, kerjasama UNDIP
dan BHPN DEPKEHHAM RI, 26 April 2006, hlm, 1-2.

10 Agus Raharjo, Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, him, 71.



lahirlah UU Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang Terorisme yang pada saat itu digunakan untuk
menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur dan untuk
menangani kasus ledakan bom di Bali, baik Undang-Undang HAM dan UU
Pengadilan HAM. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pro dan kontra di
kalangan masyarakat, akademisi dan praktisi, bagi sisi para keluarga korban
menjadi sebuah keharusan para pelaku kejahatan HAM dan Terorisme itu patut
untuk di hukum akan tetapi pada saat itu belum ada aturan atau Undang-Undang
yang dapat mengadili para pelaku kejahatan tersebut, sehingga pemerintah
membuat suatu aturan atau Undang-Undang yang dapat mengadili para pelaku,
dalam sisi lain hukum pidana di Indonesia sudah sejak lama menganut asas non
retroaktif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 sejak amandemen ke-dua.

Atas penerapan yang berlaku surut dari peraturan perundagan tersebut diatas
atau dengan kata lain dengan disimpanginya asas non retroaktif, menimbulkan
pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada satu sisi, penyimpangan terhadap
asas non retroaktif juga melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar pasal 28
huruf I ayat (1) Undang — Undang dasar 1945. Penyimpangan terhadap asas non
retroaktif juga melanggar asas legalitas, dan asas non retroaktif ini sudah cukup
lama sekali berlaku di Indonesia.

Permasalahan Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini kembali menjadi sebuah
perbincangan oleh semua kalangan masyarakat, penyebabnya adalah karena
adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang direvisi dan terjadi perubahan
yang telah dirancang oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan
tersebut menimbulkan perubahan pada badan dan sistem yang ada di dalam
KPK serta perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun
2002, hal itu yang banyak menjadi bahan perbincangan dan hal pro dan kontra
yang terjadi karena adanya perubahan pada Undang-Undang tersebut.



1.1.

Isi pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum
selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.”

Jika dilihat dari isi pasal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 ini berlaku surut yang sama seperti pemberlakuan surut yang

menyimpang dari aturan asas-asas hukum pisana..

Rumusan Masalah

Bahwa diluar KUHP terdapat Undang-Undang yang disebut dengan aturan
pidana khusus, hal ini dimungkinkan dan diperbolehkan, namun ada beberapa
Undang-Undang diluar KUHP yang memberlakukan aturan yang berlaku surut
contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019, oleh karena itu maka perlu adanya penelitian lebih jauh untuk bisa
memastikan sejauh mana asas retroaktif dapat diberlakukan dan dengan

keadaan urgensi seperti apa asas non retroaktif dapat dikesampingkan.

Karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituliskan pada
penelitian yang berjudul:
Keberlakuan Asas Non Retroaktif Sebagai Upaya Penegakan Hukum

Pidana di Indonesia.



Berdasarkan judul tersebut terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang

akan diteliti yaitu:

1.

Bagaimana asas non retroaktif ini dapat hadir dan berada dalam Hukum
Pidana di Indonesia?

Apakah pemberlakuan undang-undang secara retroaktif dapat ditegakan
dalam hukum pidana di Indonesia?

Apakah dalam keadaan urgen asas retroaktif dapat diberlakukan?

1.2.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat di lakukanya penilitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai keberlakuan asas non retroaktif
dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui apakah asas non retroaktif dapat dikesampingkan dalam
hukum acara pidana.

Untuk mengetahui kepastian hukum sejauh mana asas non retroaktif dapat

dikesampingkan.

1.3. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan serta menambah pemahaman dan pandangan
masyarakat pentingnya asas legalitas dan bagaimana jika asas legalitas
disimpangi sehingga asas retroaktif diberlakukan terhadap Pelanggaran

HAM Berat dan sejauh mana asas non-retroaktif dapat disimpangi.

. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi para pembaca khususnya, juga masukan bagi
Pemerintah dan Anggota DPR terlebih Komisi III yang merancang dan

membuat Undang-Undang di Indonesia.



1.4.Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman
mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan

penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum!!:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistemika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta
hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecehan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini akan
menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-
norma hukum tertulis.!?> Untuk meneliti maka perlu untuk menelaah
perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang
berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk jenis
penelitian yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini bertujuan membuat
pemecahan masalah dengan cara melihat fakta yang terjadi saat ini terhadap

suatu objek yang akan diteliti secara tepat.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode
penelitian ini dikenal pula dengan metode penelitian kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, hlm 43.
12 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta:
Grafindo Persada, 2004), halaman 14.



lain yang berhubungan dengan penelitian ini.!3 Pada metode penelitian hukum
normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian
digolongkan sebagai data sekunder.'* Dengan begitu, jenis penelitian ini juga

termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Dengan digolongkannya metode penelitian hukum normatif datanya diperoleh
dari data sekunder, maka bahan-bahan tersebut mencakup:!>
1. Merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan
diteliti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Nomor 19 tahun 2019
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan
hukum data primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
adalah buku-buku makalah, dan jurnal yang terkait dan dapat digunakan
untuk menudukung penjelasan yang di perlukan.
3. Bahan Hukum Tertier
Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum
primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tertier yang dipakai dalam
penelitian ini adalah kamus, artikel yang relevan, media massa yang relevan

mengenai pemberlakuan asas non rektroaktif dalam hukum pidana dan KPK.

1308 Yudiono, Bab 11l Metode Penelitian, http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%2011I, (Diakses 18
Maret 2019)

4 Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers,
2015, Him. 23-24

3 Ibid., hlm. 13.
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1.5. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijabarkan uraian awal mengenai latar belakang dari masalah
hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian. Kemudian
terdapat pula bagian rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan
hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang. Selain itu juga terdapat
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Metode Penulisan

1.6. Sistematika Penulisan.

BAB II: PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN ASAS LEGALITAS
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Bab ini akan menjelaskan pengertian hukum pidana, hukum pidana materil dan
formil, pembagian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, sejarah asas
legalitas, bagaimana asas legalitas ini bisa hadir dalam Hukum Pidana di
Indonesia, Pengertian asas legalitas dan fungsi asas legalitas, lalu bagian kedua
akan membahas pro dan kontra terhadap penyimpangan asas non retroaktif.
BAB III: ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA

Bab yang ketiga ini akan membahas mengenai praktik pengadilan Internasional
dalam penyimpangan asas non retroaktif dan Undang-Undang yang menganut
asas retroaktif, lalu bagian kedua akan membahas mengenai sejauh mana tolak

ukur asas retroaktif dapat diberlakukan.
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BAB 1V: DALAM KEADAAN URGENSI ASAS RETROAKTIF DAPAT
DIBERLAKUKAN

Pada bab ini akan membahas mengenai keadaan urgensi yang seperti apa yang
dapat mengenyampingkan asas non retroaktif sehingga asas retroaktif dapat
berlaku.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
yang merupakan inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab
sebelumnya. Sedangkan saran berisi suatu sumbangan pemikiran atau gagasan
permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini yang diharapkan dapat
memberikan pemecahan yang baik terhadap permasalahan yang timbul

berkaitan dengan asas non retroaktif.
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